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  ABSTRAK  - Untuk melaksanakan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan 
pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Penyelenggaraan Reklame. 
 

  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 
17 tahun 2003; UU No. 15 tahun 2004; UU No. 33 tahun 2004; UU No. 32 tahun 
2007; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 
dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 10 tahun 2016; PP No. 12 tahun 
2019; Permendagri No. 77 tahun 2020; Permendagri No. 54 tahun 2019;. 
 

  - Dalam peraturan ini diatur tentang dengan menetapkan batasan istilah dalam 
pengaturannya. Selanjutnya diatur tentang tujuan, kegiatan, sumber dan 
besaran pendanaan, penempatan dana, penganggaran dan penatausahaan. 
Pembentukan dana cadangan bertujuan mendanai kegiatan pemilihan Wali Kota 
dan Wakil Wali Kota tahun 2024, penggunaan dana cadangan untuk membiayai 
kegiatan yang diwujudkan dalam belanja daerah. Besaran dana Cadangan 
ditetapkan sebanyak Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua milyah limaratus juta 
rupiah) dana cadangan ditempatkan dalam rekenig tersendiri yang dikelola olej 
PPKD yang bertindak selaku bendahara  umum daerah. Pembentukan dan 
Pencairan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran dan penerimaan 
pembiayaan, dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program 
dan kegiatan lain. Petanggungjawaban dana cadangan dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah Pendanaan Dana Cadangan 
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 bersumber dari APBD yang 
sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 

 CATATAN : -  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 17 
November 2021 

  -  Penjelasan 2 HLM 

 


